
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukkan 
Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15); 

BUPATI KONAWE UTARA, 
a. bahwa standar kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara 

merupakan deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perlakuan 
yang diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara di dalam 
melaksanakan tugas jabatan; 

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 
Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil 
Negara serta dalam rangka terwujudnya profesionalisme 
Pegawai Negeri Sipil dan manajemen Aparatur Sipil Negara di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara yang berbasis 
pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja, diperlukan Standar 
Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Konawe Utara; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang 
Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara Bagi 
J abatan Administrasi dan J abatan Fungsional di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe 
Utara; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

STANDAR KOMPETENSI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA 
BAGI JABATAN PENGAWAS, JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA 
NOMOR 89 TAHUN 2022 

BUPATI KONAWE UTARA 
PROVINS! SULAWESI TENGGARA 



3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tenta.ng Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenta.ng 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tenta.ng Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 
201 7 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 64 77); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 201 7 ten tang Standar 
Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara; 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 
tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri 
Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273); 



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpm 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 

5. Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara yang 
selanjutnya disebut Standar Kompetensi ASN adalah deskripsi 
pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan 
seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas 
jabatan. 

6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah 
dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah 
Daerah. 

Pasal 1 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR KOMPETENSIJABATAN 
BAGI JABATAN PENGAWAS, JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN 
PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE 
UTARA. 

MEMUTUSKAN: 

11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 
Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi 
Pegawai Negeri Sipil; 

12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 
Tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Standar 
Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe 
Utara Tahun 2016 Nomor 87), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2019 ten tang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Daerah Kabuipaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe 
Utara Tahun 2019 Nomor 105). 

Menetapkan 



Pasal 2 
Maksud Standar Kompetensi Jabatan adalah: 
a. sebagai dasar pedoman kompetensi yang dipersyaratkan dalam 

Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional; 
b. sebagai dasar pertimbangan dalam pengajuan usulan/penetapan 

pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari 
Jabatan Adminisrasi dan Jabatan Fungsional; dan 

c. sebagai dasar penyusunan program pengembangan dan/atau 
pembinaan karier PNS. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut 
Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah 
dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina 
kepegawaian dan diserahi tugas negara lainnya dan digaji 
berdasarkan peraturan perundang- undangan. 

8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 
adalah warga negera Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, 
diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina 
kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 

9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang 
selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang 
memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan 
perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka 
melaksanakan tugas pemerintahan. 

10. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang 
mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai 
tugas dan/ atau fungsi jabatan. 

11. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan 
sikap / perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan 
yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. 

12. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan 
sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan 
untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi. 

13. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, 
keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, 
dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi 
dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan 
budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, 
emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang 
Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, 
fungsi dan Jabatan. 



Pasal 5 
(1) Standar Kompetensi Jabatan ASN digunakan sebagai dasar 

untuk menilai kesesuaian profil kompetensi Jabatan Administrator, 
Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional. 

(2) Standar kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
berpedoman pada kamus kompetensi teknis yang disusun dan 
ditetapkan oleh PPK Kementerian/Lembaga, PPK Sekretarist 
Lembaga Negara dan PPK Sekretariat Lembaga Nonstruktural sesuai 
dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya. 

(3) Standar kompetensi manajerial dan standar kompetensi sosial 
kultural sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berpedoman pada 
standar kompetensi yang sudah ditetapkan secara nasional oleh 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 

(4) Dalam hal kamus kompetensi teknis sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) belum disusun dan ditetapkan oleh PPK 
Kementerian/Lembaga, PPK Sekretariat Lembaga Negara, dan PPK 
Sekretariat Lembaga Nonstruktural sesuai dengan urusan 
pemerintah yang menjadi kewenangannya, Perangkat Daerah dapat 
menyusun Standar Kompetensi ASN yang sesuai dengan 
karakteristik tugas jabatan. 

BAB IV 
STANDAR KOMPETENSI JABATAN 

Pasal 4 
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi standar kompetensi 
manajerial, standar komepetsni sosial kultural dan standar 
kompetensi teknis bagi ASN yang menduduki Jabatan Administrator, 
Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional pada 
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah. 

BAB III 
RUANG LINGKUP 

Pasal 3 
Tujuan Standar Kompetensi Jabatan adalah: 
a. mewujudkan obyektivitas, transparansi dan akuntabilitas 

pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari 
Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional; 

b. mengidentifikasi kompetensi yang dimiliki individu 
dibandingkan dengan Standar Kompetensi Jabatan yang 
dipersyaratkan dalam rangka pembinaan; dan 

c. mewujudkan tertib pengembangan dan pembinaan karier PNS. 

• 



Pasal 6 
(1) Standar Kompetensi ASN sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 terdiri dari Standar Kompetensi Jabatan masing-masing 
Perangkat Daerah yaitu: 
a. Sekretariat Daerah; 
b. Sekretariat DPRD; 
c. Inspektorat Daerah; 
d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 
e. Dinas Kepemudaan dan Olahraga; 
f. Dinas Pariwisata; 
g. Dinas Kesehatan (termasuk BLUD RS Konawe Utara); 
h. Dinas Sosial; 
1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 
J. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 
k. Satuan Polisi Pamong Praja; 
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 
m. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah; 
n. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja; 
o. Dinas Komunikasi dan Informatika; 
p. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 
q. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman; 
r. Dinas Perhubungan; 
s. Dinas Lingkungan Hidup; 
t. Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan; 
u. Dinas Perikanan; 
v. Dinas Perpustakaan; 
w. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 
x. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 
y. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; 
z. Dinas Ketahanan Pangan; 
aa. Dinas Perdagangan dan Perindustrian; 
bb. Badan Keuangan dan Aset Daerah; 
cc. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 
dd. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 
ee. Badan Pendapatan Daerah; 
ff. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 
gg. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 
hh. Kecamatan Wiwirano; 
ii. Kecamatan Landawe; 
JJ. Kecamatan Langgikima; 
kk. Kecamatan Oheo; 
11. Kecamatan Asera; 
mm. Kecamatan Andowia; 
nn. Kecamatan Molawe; 
oo. Kecamatan Lasolo; 
pp. Kecamatan Lasolo Kepulauan; 
qq. Kecamatan Wawolesea; 
rr. Kecamatan Lembo; 
ss. Kecamatan Sawa; dan 
tt. Kecamatan Motui. 

(2) Standar Kompetensi Jabatan masing-masing Perangkat Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

.. 



BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2022 NOMOR 600 

Diundangkan di Wanggudu 
~==111:S...Tanggal oz. f'>WoN/BER. 2022 

RIS DAERAH I T~u-~:.·~ .. ,'ILJT.'\N KONAWE UTARA, l 

Ditetapkan di Wanggudu 
Tanggal 02 fJOtJB/V/ecL 2022 

KONAWE UTARA,/ 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Konawe Utara. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 7 

BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

.. 



2.1 Membantu orang lain dalam 
menyelesaikan tugas-tugas 
mereka untuk mendukung 
sasaran tim. 

2. 2 Berbagi informasi yang 
relevan atau bermanfaat pada 
anggota tim; mempertimbangkan 
masukan dan keahlian anggota 
dalam tim/kelompok kerja serta 
bersedia untuk belajar dari 
orang lain. 

2.3 Membangun komitmen yang 
tinggi untuk menyelesaikan 
tugas tim. 

2 2. Kerjasama 

Mampu 
mengingatkan, 
mengajak rekan 
kerja untuk 
bertindak 
sesuai 
nilai, norma, 
dan etika 
orgamsasi 

2 .1 Mengingatkan rekan kerja 
untuk bertindak sesuai dengan 
nilai, norma, dan etika 
organisasi dalam segala situasi 
dan kondisi; Mengajak orang 
lain un tuk bertindak sesuai 
etika dan kode etik. 

2.2 Menerapkan norma-norma 
secara konsisten dalam setiap 
situasi, pada unit kerja terkecil/ 
kelompok kerjanya. 

2.3 Memberikan informasi yang 
dapat dipercaya sesuai dengan 
etika organisasi. 

Menumbuhkan 
tim kerja yang 
partisipatif dan 
efektif 

2 1. Integritas 

I. STANDAR KOMPETENSI JABATAN PENGAWAS 

STANDAR KOMPETENSI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA 
BAGI JABATAN PENGAWAS, JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA 

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA 
NOMOR ~ 1Aflut-) '"2-0'). '2. 
TANGGAL : os, ~O\J6tv1Bef2. ')...02'2- 



2.1 Menetapkan dan berupaya 
mencapai standar kerja pribadi 
yang lebih tinggi dari standar 
kerja yang ditetapkan organisasi. 

2.2 Mencari, mencoba metode 
kerja altematif untuk 
meningkatkan hasil kerjanya. 

2.3 Memberi contoh kepada 
orang-orang di unit kerjanya 
untuk mencoba menerapkan 
metode kerja yang lebih efektif 
yang sudah dilakukannya. 

2 .1 Menggunakan gaya 
komunikasi informal untuk 
meningkatkan hubungan 
profesional. 

2.2 Mendengarkan pihak lain 
secara aktif; menangkap dan 
men gin terpretasikan pesanpesan 
dari orang lain, serta 
memberikan respon yang 
sesuai. 

2.3 Membuat materi presentasi, 
pidato, draft naskah, laporan 
dll sesuai arahan pimpinan. 

Berupaya 
meningkatkan 
hasil kerja 
pribadi 
yang lebih tinggi 
dari standar 
yang ditetapkan, 
mencari, 
mencoba 
metode 
altematif 
untuk 
peningkatan 
kinerja 

Aktif 
menjalankan 
komunikasi 
secara formal 
dan 
informal; 
Bersedia 
mendengarkan 
orang lain, 
men gin terpreta- 
sikan pesan 
dengan 
respon yang 
sesuai, mampu 
menyusun 
materi 
presentasi, 
pidato, naskah, 
laporan, dll 

2 

2 

4. Orientasi pada 
Hasil 

3. Komunikasi 



2.1 Menyesuaikan cara kerja lama 
dengan menerapkan metode / 
proses baru selaras dengan 
ketentuan yang berlaku tanpa 
arahan orang lain. 

2 .2 Mengembangkan kemampuan 
diri untuk menghadapi 
perubahan. 

2.1 Meningkatkan kemampuan 
bawahan dengan memberikan 
contoh, instruksi, penjelasan 
dan petunjuk praktis yang jelas 
kepada bawahan dalam 
menyelesaikan suatu pekerjaan. 

2.2 Membantu bawahan untuk 
mempelajari proses, program 
atau sistem baru. 

2.3 Menggunakan metode lain 
untuk meyakinkan bahwa orang 
lain telah memahami penjelasan 
atau pengarahan. 

2 .1 Menunjukkan sikap yakin 
dalam mengerjakan tugas- tugas 
pemerintahan/ pelayanan pu blik, 
mampu menyelia dan 
menjelaskan secara obyektif 
bila ada yang mempertanyakan 
kebijakan yang diambil. 

2 .2 Secara aktif mencan 
informasi un tuk mengenali 
kebutuhan pemangku 
kepentingan agar dapat 
menjalankan pelaksanaan tugas 
pemerintahan, pembangunan 
dan pelayanan pu blik secara 
cepat dan tanggap. 

2.3 Mampu mengenali dan 
memanfaatkan kebiasaan, tata 
cara, situasi tertentu sehingga 
apa yang disampaikan menjadi 
perhatian pemangku 
kepentingan dalam hal 
penyelesaian tugas-tugas 
pemerintahan, pembangunan 
dan pelayanan publik. 

Proaktif 
beradaptasi 
mengikuti 
perubahan 

Meningkatkan 
kemampuan 
bawahan 
dengan 
memberikan 
contoh dan 
penjelasan cara 
melaksanakan 
suatu pekerjaan 

Mampu 
mensu pervisi/ 
mengawasi/ 
menyelia 
dan 
menjelaskan 
proses 
pelaksanaan 
tugas tugas 
pemerintahan/ 
pelayanan 
publik 
secara 
transparan 

2 

2 

2 

7. Mengelola 
Perubahan 

6. Pengembangan 
Diri dan Orang 
Lain 

5. Pelayanan Publik 



Baik 5. Penilaian Prestasi Kerja 

4 (empat) tahun secara kumulatif dalam Jabatan 
Pelaksana/ Jabatan Fungsional yang setingkat dalam 
jabatan pengawas yang sesuai. 

4. Pengalaman Jabatan 

1. Diklat Penyusunan Program 
2. Diklat Penyusunan Anggaran 
3. Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 
4. Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah 

2. Teknis 

3. Pelatihan 1. Manajerial Pelatihan Kepemimpinan Pengawas 

Integritas dan moralitas baik 2. Sikap / Perilaku 

D. III sesuai bi dang lain yang relevan dengan tu gas 
jabatan 

-Uraian 
·if, • 

.. 

· Jenis Persyaratan 
1. Pendidikan 

C. Persyaratan Jabatan 

3 3.1 Mempromosikan sikap 
menghargai perbedaan di antara 
orang-orang yang mendorong 
toleransi dan keterbukaan. 

3.2 Melakukan pemetaan sosial di 
masyarakat sehingga dapat 
memberikan respon yang sesuai 
dengan budaya yang berlaku; 
Mengidentifikasi potensi kesalah 
pahaman yang diakibatkan 
adanya keragaman budaya yang 
ada. 

3.3 Menjadi mediator untuk 
menyelesaikan konflik a tau 
mengurangi dampak negatif dari 
konflik atau potensi konflik. 

Mempromosika 
n, 
mengembangka 
n sikap 
toleransi dan 
persatuan 

9. Perekat Bangsa 

. 5. Sosial Kultural 

3.1 Membandingkan berbagai 
altematif tindakan dan 
implikasinya. 

3.2 Memilih altematif solusi 
yang terbaik, membuat 
keputusan operasional mengacu 
pada altematif solusi terbaik 
yang didasarkan pada analisis 
data yang sistematis, seksama, 
mengikuti prinsip kehati-hatian. 

3.3 Menyeimbangkan antara 
kemungkinan risiko dan 
keberhasilan dalam 
implementasinya . 

Membandingkan 
berbagai 
altematif, 
menyeimbangk 
an risiko 
keberhasilan 
dalam 
implementasi 

3 8. Pengambilan 
Keputusan 



4 .1 Membangun sinergi an tar 
unit kerja di lingkup instansi 
yang dipimpin. 

4.2 Memfasilitasi kepentingan 
yang berbeda dari unit kerja 
lain sehingga tercipta sinergi 
dalam rangka pencapaian 
target kerja organisasi. 

4.3 Mengembangkan sistem yang 
menghargai kerja sama antar 
unit, memberikan dukungan/ 
semangat untuk memastikan 
tercapainya sinergi dalam 
rangka pencapaian target 
kerja organisasi. 

4.1 Menciptakan situasi kerja 
yang mendorong seluruh 
pemangku kepentingan 
mematuhi nilai, norma, dan 
etika organisasi dalam segala 
situasi dan kondisi. 

4.2 Mendukung dan menerapkan 
prinsip moral dan standar 
etika yang tinggi, serta berani 
menanggung 
konsekuensinya. 

4.3 Berani melakukan koreksi 
atau mengambil tindakan 
atas penyimpangan kode 
etik/ nilai-nilai yang 
dilakukan oleh orang lain, 
pada tataran lingkup kerja 
setingkat instansi meskipun 
ada risiko. 

Membangun 
komitmen tim, 
sinergi 

Mampu 
menciptakan 
situasi kerja 
yang 
mendorong 
kepatuhan 
pada nilai, 
norma, dan 
etika organisasi 

3 2. Kerjasama 

3 1. Integritas 

II. STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN 



4.1 Memahami dan memberi 
perhatian kepada isu-isu 
jangka panjang, kesempatan 
atau kekuatan politik yang 
mempengaruhi orgarusasi 
dalam hubungannya dengan 
dunia luar, memperhitungkan 
dan mengantisipasi dampak 
terhadap pelaksanaan tugas 
tugas pelayanan publik secara 
objektif, transparan, dan 
professional dalam lingkup 
organisasi. 

4.2 Menjaga agar kebijakan 
pelayanan publik yang 
diselenggarakan oleh 
instansinya telah selaras 
dengan standar pelayanan 
yang objektif, netral, tidak 
memihak, tidak diskriminatif, 
serta tidak terpengaruh 
kepentingan pribadi/ 
kelompok/ partai politik. 

4.1 Mendorong unit kerja di 
tingkat instansi untuk 
mencapai kinerja yang 
melebihi target yang 
ditetapkan. 

4.2 Memantau dan mengevaluasi 
hasil kerja unitnya agar 
selaras dengan sasaran 
strategis instansi. 

4.3 Mendorong pemanfaatan 
sumber daya bersama antar 
unit kerja dalam rangka 
meningkatkan efektifitas dan 
efisiensi pencapaian target. 

4.1 Mengintegrasikan informasi 
informasi penting hasil 
diskusi dengan pihak lain 
untuk mendapatkan 
pemahaman yang sama; 
Berbagi informasi dengan 
pemangku kepentingan untuk 
tujuan meningkatkan kinerja 
secara keseluruhan. 

4 .2 Menuangkan pemikiran/ 
konsep yang multidimensi 
dalam bentuk tulisan formal. 

4.3 Menyampaikan informasi 
secara persuasif untuk 
mendorong pemangku 
kepentingan sepakat pada 
langkah-langkah bersama 
dengan tujuan meningkatkan 
kinerja secara keseluruhan. 

Mampu 
memonitor, 
mengevaluasi, 
memperhitung 
kan dan 
mengantisipasi 
dampak dari 
lSU-lSU jangka 
pan Jang, 
kesempatan, 
atau kekuatan 
politik dalam 
hal pelayanan 
kebutuhan 
pemangku 
kepentingan 
yang 
transparan, 
objektif, dan 
profesional 

Mendorong unit 
kerja mencapai 
target yang 
ditetapkan atau 
melebihi hasil 
kerja 
sebelumnya 

Mampu 
mengemukakan 
pemikiran 
multidimensi 
secara lisan 
dan tertulis 
untuk 
mendorong 
kesepakatan 
dengan tujuan 
meningkatkan 
kinerja secara 
keseluruhan 

3 

3 

3 

5. Pelayanan Publik 

5. Orientasi pada 
Hasil 

3. Komunikasi 



organisasi. 
4.2 Menghasilkan solusi dari 

berbagai masalah yang 
kompleks, terkait dengan 
bidang kerjanya yang 
berdampak pada pihak lain. 
4.3 Membuat keputusan 
dan mengantisipasi dampak 
keputusannya serta 
menyiapkan tindakan 
penanganannya (mitigasi 
risiko). 

fungsi seluruh 

a tau 
konsep 

masalah yang 
beberapa/ 

dalam 

dan/ 4 .1 Menyusun 
memutuskan 
penyelesaian 
melibatkan 

Menyelesaikan 
masalah yang 
mengandung 
risiko tinggi, 
mengantisipasi 
dampak 
keputusan, 
membuat 
tindakan 
pengamanan; 
mitigasi risiko 

3 8. Pengambilan 
Keputusan 

4.1 Mengarahkan unit kerja 
untuk lebih siap dalam 
menghadapi peru bahan 
termasuk memitigasi risiko 
yang mungkin terjadi. 

4.2 Memastikan perubahan 
sudah diterapkan secara aktif 
di lingkup unit kerjanya 
secara berkala. 

4.3 Memimpin dan memastikan 
penerapan program-program 
perubahan selaras antar unit 
kerja. 

4 .1 Menyusun program 
pengembangan jangka 
panjang bersama-sama 
dengan bawahan, termasuk 
didalamnya pen eta pan 
tujuan, bimbingan, penugasan 
dan pengalaman lainnya, 
serta mengalokasikan waktu 
untuk mengikuti pelatihan / 
pendidikan / pengembangan 
kompetensi dan karir. 

4.2 Melaksanakan manajemen 
pembelajaran termasuk 
evaluasi dan umpan balik 
pada tataran organisasi. 

4.3 Mengembangkan orang-orang 
di sekitamya secara 
konsisten, melakukan 
kaderisasi untuk posisi-posisi 
di unit kerjanya. 

4.3 Menerapkan strategi jangka 
panjang yang berfokus pada 
pemenuhan kebutuhan 
pemangku kepentingan dalam 
menyusun kebijakan dengan 
mengikuti standar objektif, 
netral, tidak memihak, tidak 
diskriminatif, transparan, 
tidak terpengaruh 
kepentingan pribadi/ 
kelompok. 

Memimpin 
perubahan 
pada unit kerja 

Menyusun 
program 
pengembangan 
jangka panjang 
dalam rangka 
mendorong 
manajemen 
pembelajaran 

3 

3 

7. Mengelola 
Perubahan 

6. Pengembangan 
Diri dan Orang 
Lain 



5. Penilaian Prestasi Kerja Baik 

4. Pengalaman Jabatan - 1 (satu) tahun untuk pengangkatan pertarna 
- 2 (dua) tahun untuk perpindahanjabatan 

14. Fungsional Pelatihan/Uji Kompetensi untuk Tingkat Ahli 

2. Teknis Pelatihan Teknis Pendukung 

Rekarn Jejak, Integritas dan moralitas baik 

Sarjana / D- IV sesuai bidang lain yang relevan 
dengan tugas jabatan. 

1. Pendidikan 

1. Manajerial Pelatihan Manajerial Sesuai dengan Kompetensi 
Manajerial 

3. Pelatihan 

4 .1 Menginisiasi dan 
merepresentasikan 
pemerintah di lingkungan 
kerja dan masyarakat untuk 
senantiasa men jaga 
persatuan dan kesatuan 
dalarn keberagaman dan 
menerima segala bentuk 
perbedaan dalam kehidupan 
berrnasyarakat. 

4.2 Mampu mendayagunakan 
perbedaan latar belakang, 
agama/kepercayaan, suku, 
jender, sosial ekonomi, 
preferensi politik untuk 
mencapai kelancaran 
pencapaian tujuan organisasi. 

4.3 Marnpu membuat program 
yang mengakomodasi 
perbedaan latar belakang, 
agarna/kepercayaan, suku, 
jender, sosial ekonorni, 
preferensi politik. 

9. Perekat Bangsa 

2. Sikap / Perilaku 

Mendayaguna 
kan perbedaan 
secara 
konstruktif dan 
kreatif untuk 
meningkatkan 
efektifitas 
organisasi 

3 



4.1 Mengintegrasikan informasi 
informasi pen ting hasil 
diskusi dengan pihak lain 
untuk mendapatkan 
pemahaman yang sama; 
Berbagi informasi dengan 
pemangku kepentingan untuk 
tujuan meningkatkan kinerja 
secara keseluruhan. 

4.2 Menuangkan pemikiran/ 
konsep yang multidimensi 
dalam bentuk tulisan formal. 

4.3 Menyampaikan informasi 
secara persuasif un tuk 
mendorong pemangku 
kepentingan sepakat pada 
langkah-langkah bersama 
dengan tujuan meningkatkan 
kinerja secara keseluruhan. 

4.1 Membangun sinergi antar 
unit kerja di lingkup instansi 
yang dipimpin. 

4.2 Memfasilitasi kepentingan 
yang berbeda dari unit kerja 
lain sehingga tercipta sinergi 
dalam rangka pencapaian 
target kerja organisasi. 

4.3 Mengembangkan sistem yang 
menghargai kerja sama antar 
unit, memberikan dukungan/ 
semangat untuk memastikan 
tercapainya sinergi dalam 
rangka pencapaian target 
kerja organisasi. 

4.1 Menciptakan situasi kerja 
yang mendorong seluruh 
pemangku kepentingan 
mematuhi nilai, norma, dan 
etika organisasi dalam segala 
situasi dan kondisi. 

4.2 Mendukung dan menerapkan 
prinsip moral dan standar etika 
yang tinggi, serta berani 
menanggung 
konsekuensinya. 

4.3 Berani melakukan koreksi 
atau mengambil tindakan 
atas penyimpangan kode etik/ 
nilai-nilai yang dilakukan oleh 
orang lain, pada tataran 
lingkup kerja setingkat instansi 
meskipun ada risiko. 

Mampu 
mengemukaka 
n pemikiran 
multidimensi 
secara 
lisan dan 
tertulis untuk 
mendorong 
kesepakatan 
dengan 
tujuan 
meningkatkan 
kinerja 
secara 
keseluruhan 

Membangun 
komitmen 
tim, sinergi 

Mampu 
menciptakan 
situasi 
kerjayang 
mendorong 
kepatuhan 
pada nilai, 
norm.a, dan 
etika 
orgamsasi 

2 

2 

2 

3. Komunikasi 

2. Kerjasama 

1. Integritas 

III. STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL KETERAMPILAN 



4 .1 Menyusun program 
pengembangan jangka panjang 
bersama-sama dengan 
bawahan, termasuk 
didalamnya penetapan 
tujuan, bimbingan, penugasan 
dan pengalaman lainnya, 
serta mengalokasikan waktu 
untuk mengikuti pelatihan / 
pendidikan / pengembangan 
kompetensi dan karir. 

4.3 Menerapkan strategi jangka 
panJang yang berfokus pada 
pemenuhan kebutuhan 
pemangku kepentingan dalam 
menyusun kebijakan dengan 
mengikuti standar objektif, 
netral, tidak memihak, tidak 
diskriminatif, transparan, tidak 
terpengaruh kepen tingan 
pribadi/ kelompok. 

4.1 Memahami dan memberi 
perhatian kepada isu-isu 
jangka panjang, kesempatan 
atau kekuatan politik yang 
mempengaruhi organisasi dalam 
hubungannya dengan dunia 
luar, memperhitungkan dan 
mengantisipasi dampak 
terhadap pelaksanaan tugas 
tugas pelayanan publik secara 
objektif, transparan, dan 
professional dalam lingkup 
organisasi. 

4.2 Menjaga agar kebijakan 
pelayanan publik yang 
diselenggarakan oleh 
instansinya telah selaras 
dengan standar pelayanan yang 
objektif, netral, tidak memihak, 
tidak diskriminatif, serta 
tidak terpengaruh 
kepentingan pribadi/ 
kelompok/ partai politik. 

4 .1 Mendorong unit kerja di 
tingkat instansi untuk 
mencapai kinerja yang melebihi 
target yang ditetapkan. 

4.2 Memantau dan mengevaluasi 
hasil kerja unitnya agar selaras 
dengan sasaran strategis 
instansi. 

4.3 Mendorong pemanfaatan 
sumber daya bersama antar 
unit kerja dalam rangka 
meningkatkan efektifitas dan 
efisiensi pencapaian target. 

Menyusun 
program 
pengembangan 
jangka 
panjang dalam 
rangka 
mendorong 
manajemen 
pembelajaran 

Mampu 
memonitor, 
mengevaluasi, 
memperhitung 
- kan dan 
mengantisipasi 
dampak 
dari isu-isu 
jangka 
panjang, 
kesempatan, 
a tau 
kekuatan 
politik 
dalam hal 
pelayanan 
kebutuhan 
pemangku 
kepentingan 
yang 
transparan, 
objektif, 
dan profesional 

Mendorong 
unit 
kerja 
mencapai 
target 
yang 
ditetapkan 
atau melebihi 
hasil kerja 
sebelumnya 

2 

2 

2 

6. Pengembangan 
Diri dan Orang 
Lain 

5. Pelayanan Publik 

5. Orientasi pada 
Hasil 



4 .1 Menginisiasi dan 
merepresentasikan pemerintah 
di lingkungan kerja dan 
masyarakat untuk senantiasa 
menjaga persatuan dan 
kesatuan dalam keberagaman 
dan menerima segala bentuk 
perbedaan dalam kehidupan 
bermasyarakat. 

4.2 Mampu mendayagunakan 
perbedaan latar belakang, 
agama/kepercayaan, suku, 
jender, sosial ekonomi, 
preferensi politik untuk 
mencapai kelancaran 
pencapaian tujuan organisasi. 

4.3 Mampu membuat program 
yang mengakomodasi 
perbedaan latar belakang, 
agama/kepercayaan, suku, 
jender, sosial ekonomi, 
preferensi politik. 

Mendayaguna 
kan 
perbedaan 
secara 
konstruktif 
dan kreatif 
untuk 
meningkatkan 
efektifitas 
orgamsasi 

4.1 Menyusun dan/ atau 
memutuskan konsep 
penyelesaian masalah yang 
melibatkan beberapa/ seluruh 
fungsi dalam organisasi. 

4.2 Menghasilkan solusi dari 
berbagai masalah yang 
kompleks, terkait dengan 
bidang kerjanya yang 
berdampak pada pihak lain. 
4.3 Membuat keputusan 
dan mengantisipasi dampak 
keputusannya serta 
menyiapkan tindakan 
penanganannya (mitigasi 
risiko). 

4.1 Mengarahkan unit kerja 
untuk lebih siap dalam 
menghadapi perubahan 
termasuk memitigasi risiko 
yang mungkin terjadi. 

4 .2 Memastikan peru bahan 
sudah diterapkan secara aktif 
di lingkup unit kerjanya 
secara berkala. 

4 .3 Memimpin dan memastikan 
penerapan program-program 
perubahan selaras antar unit 
kerja. 

4.2 Melaksanakan manajemen 
pembelajaran termasuk 
evaluasi dan umpan balik 
pada tataran organisasi. 

4.3 Mengembangkan orang-orang 
di sekitarnya secara 
konsisten, melakukan 
kaderisasi un tuk posisi-posisi 
di unit kerjanya. 

2 9. Perekat Bangsa 

Menyelesaikan 
masalah 
yang 
mengandung 
risiko 
tinggi, 
mengantisipasi 
dampak 
keputusan, 
membuat 
tindakan 
pengamanan; 
mitigasi risiko 

Memimpin 
perubahan 
pada unit kerja 

2 

2 

8. Pengambilan 
Keputusan 

7. Mengelola 
Perubahan 



1. 1 Menyelesaikan tugas dengan 
tuntas; dapat diandalkan. 

1.2 Bekerja dengan teliti dan hati 
hati guna meminimalkan 
kesalahan dengan mengacu pada 
standar kualitas (SOP). 

1. 1 Menyampaikan informasi (data), 
pikiran atau pendapat dengan 
jelas, singkat dan tepat dengan 
menggunakan cara/media yang 
sesuai dan mengikuti alur yang 
logis. 

1.2 Memastikan pemahaman yang 
sama atas instruksi yang 
diterima/ diberikan. 

1.3 Mampu melaksanakan kegiatan 
surat menyurat sesuai tata naskah 
organisasi. 

1.1 Berpartisipasi sebagai anggota 
tim yang baik, melakukan tu gas/ 
bagiannya, dan mendukung 
keputusan tim. 

1.2 Mendengarkan dan menghargai 
masukan dari orang lain dan 
memberikan usulan-usulan bagi 
kepentingan tim. 

1.3 Mampu menjalin interaksi sosial 
untuk penyelesaian tugas. 

1.1 Bertingkah laku sesuai dengan 
perkataan; berkata sesuai dengan 
fakta. 

1.2 Melaksanakan peraturan, kode 
etik organisasi dalam lingkungan 
kerja sehari-hari, pada tataran 
individu/pribadi. 

1.3 Tidak menjanjikan/ memberikan 
sesuatu yang bertentangan dengan 
aturan organisasi. 

Bertanggung 
jawab untuk 
memenuhi 
standar 
kerja 

Menyampai 
kan 
informasi 
dengan 
jelas, 
lengkap, 
pemahaman 
yang samal 

Berpartisi 
pasr dalam 
kelompok 
kerja 

Mampu 
bertindak 
sesuai nilai, 
norma,etika 
organisasi 
dalam 
kapasitas 
pribadi 

4. Orlen tasi ada 1 
Hasil 

3. Komunikasi 1 

2. Kerjasama 1 

1. Integritas 1 
I 'A. Manaierial 

Indikator Kompetensi- Deskripsi Kompetensi Level 

IV. STANDAR KOMPETENSI JABATAN PELAKSANA KELAS JABATAN 7 
MELIPUTI ANALIS, FASILITATOR, PENYUSUN, PENYULUH, PENGAWAS, 
PENATA, PENELAAH, PEMERIKSA DAN BENDAHARA. 

Baik 

- 1 (satu) tahun untuk pengangkatan pertama 
- 2 (dua ) tahun untuk perpindahan jabatan 

Pelatihan/Uji Kompetensi untuk Tingkat Terampil 

5. Penilaian Prestasi Ke ia 

4. Pengalaman Jabatan 
15. Fungsional 

Pelatihan Teknis Pendukung 2. Teknis 

Pelatihan Manajerial Sesuai dengan Kompetensi 
Manajerial 

3. Pelatihan 1. Manajerial 
Rekam .Jejak, Inte itas dan moralitas baik 2. Sika Perilaku 

D.111 sesuai bidang lain yang relevan dengan 
tu as iabatan. 

Uraian 
1. Pendidikan 

c. Persya:ratan Jabatan 



1.1 Mengumpulkan dan 
mempertimbangkan informasi 
yang dibutuhkan dalam mencari 
solusi. 

1.2 Mengenali situasi/pilihan yang 
tepat untuk bertindak sesuai 
kewenangan. 

1.3 Mempertimbangkan 
. kemungkinan solusi yang dapat 

diterapkan dalam pekerjaan ru tin 
berdasarkan kebijakan dan 
prosedur yang telah ditentukan. 

1.1 Sadar mengenai perubahan yang 
terjadi di organisasi dan 
berusaha menyesuaikan diri 
dengan perubahan tersebut. 

1. 2 Mengiku ti peru bahan secara 
terbuka sesuai petunjuk/ 
pedoman. 

1.3 Menyesuaikan cara kerja lama 
dengan menerapkan metode / 
proses baru dengan bimbingan 
orang lain. 

1.1 Mengidentifikasi kebutuhan 
pengembangan diri dan 
menyeleksi sumber serta 
metodologi pembelajaran yang 
diperlukan. 

1.2 Menunjukkan usaha mandiri 
untuk mempelajari keterampilan 
atau kemampuan baru dari 
berbagai media pembelajaran. 

1.3 Berupaya meningkatkan diri 
dengan belajar dari orang-orang 
lain yang berwawasan luas di 
dalam organisasi. 

1.1 Mampu mengerjakan tugas-tugas 
dengan mengiku ti standar 
pelayanan yang objektif, netral, 
tidak memihak, tidak 
diskriminatif, transparan dan 
tidak terpengaruh kepentingan 
pribadi/ kelompok/ partai politik. 

1.2 Melayani kebutuhan, permintaan 
dan keluhan pemangku 
kepentingan 

1.3 Menyelesaikan masalah dengan 
tepat tanpa bersikap memb ela 
diri dalam kapasitas sebagai 
pelaksana pelavanan publik. 

1.3 Bersedia menerima masukan, 
mengikuti contoh cara bekerja 
yang lebih efektif, efisien di 
lingkungan kerjanya. 

Mengumpul 
kan 
informasi 
untuk 
bertindak 
sesuai 
kewenangan 

Mengikuti 
perubahan 
dengan 
arahan 

Pengembang 
an diri 

Menjalankan 
tu gas 
mengikuti 
standar 
pelayanan. 

1 

1 

1 

1 

8. 
Pengambila 

n 
Keputu 

san 

7. Mengelola 
Perubahan 

6. Pengembangan 
Diri dan Orang 
Lain 

5. Pelayanan 
Publik 



1.1 Mampu menjelaskan secara 
harfiah tentang konsep dasar 
mengenai Pengendalian kegiatan. 

1.2 Mampu mengilustrasikan 
tahapan dan proses Pengendalian 
dan evaluasi perencanaan dan 
penganggaran, mulai dari 
perencanaan, pelaksanaan, 
hingga tindak lanjut. 

1.3 Mampu mendukung pelaksanaan 
tugas Pengendalian dan evaluasi 
pelaksanaan kegiatan dalam 
bentuk tugas-tugas sederhana 
seperti mengumpulkan data, 
literatur review, pengolahanan 
data,dsb meski dengan 
bantuan/arahan/pengawasan 
pihak lain. 

1.1 Memiliki pengetah uan dan 
pemahaman mengenai 
penyusunan perencanaan 
kegiatan. 

1.2 Memiliki pengetahuan dan 
pemahaman mengenai 
peraturan, prosedur dan 
mekanisme yang berhubungan 
dengan penyusunan renstra dan 
renja. 

1.3 Mampu melaksanakan 
pengumpulan data kualitatif 
maupun kuantitatif yang 
dibutuhkan dan menyiapkan 
materi-materi yang diperlukan 
untuk melaksanakan monitoring 
dan kaiian. 

1.1 Mampu menjelaskan konsep 
dasar, teknik metode, peraturan, 
dan tata cara penyusunan 
kebijakan. 

1.2 Mampu menyiapkan data-data 
yang dibutuhkan untuk 
menyusun kebijakan. 

1.3 Mampu menjelaskan tahapan 
pelaksanaan penyusunan 
kebiiakan, 

Memiliki 
pemahaman 
dasar 
ten tang 
pengendalian 
pelaksanaan 
kegiatan 

Pemahaman 
um um 
terkait 
konsep 
penyusunan 
rencana 
kegiatan 

Memahami 
konsep 
dasar, 
teknik 
metode, dan 
tata cara 
penyusunan 
kebijakan 

1 

1 

1 

12. Pengendalian 
dan 
evaluasi 
perencanaan 
dan 
pengangg 
aran 

11. Analisa 
kebijakan 
perencana 
andan 
pengangg 
aran 

Pembentu 
kan 
Peraturan 
Perundan 
g 
undangan 

1.1 Mampu memahami, menerima, 
peka terhadap perbedaan 
individu/kelompok masyarakat. 

1.2 Terbuka, ingin belajar tentang 
perbedaan/kemajemukan 
masyarakat. 

1.3 Mampu bekerja bersama dengan 
individu yang berbeda latar 
belakang dengannya. 

Peka 
memahami 
dan 
menenma 
kemajemuk 
an 

1 9. Perekat Bangsa 



1.1 Bertingkah laku sesuai dengan 
perkataan; berkata sesuai dengan 
fakta. 

1.2 Melaksanakan peraturan, kode 
etik organisasi dalam lingkungan 
kerja sehari-hari, pada tataran 
individu / pribadi. 

1.3 Tidak menjanjikan/ memberikan 
sesuatu yang bertentangan 
dengan aturan organisasi. 

1 Mampu 
bertindak 
sesuai nilai, 
norma,etika 
organisasi 
dalam 

• kapasitas 
pribadi 

V. STANDAR KOMPETENSI JABATAN PELAKSANA KELAS JABATAN 6 
MELIPUTI PENGELOLA, PENGOLAH, PRANATA DAN VERIFIKATOR 

4. Penilaian Baik 
Prestasi 

3. Pengalaman 
Jabat 

2. Sikap / Perilaku Integritas dan moralitas baik 

1. Pendidikan S 1 / D-IV Setara sesuai bidang lain yang relevan 
dengan 

1.1.Menjelaskan dasar, peraturan, 
prosedur, standar, kebijakan dan 
sistem, serta tata cara 
penyelenggaraan akuntansi dan 
pelaporan keuangan K/L. 

1.2.Mengumpulkan data transaksi 
keuangan K/L sebagai dasar 
penyusunan laporan keuangan 
K/L. 

1. 3. Mengoperasionalisasikan sis tern 
teknologi informasi dalam 

laporan keuangan 

Mampu 
menyajikan 
data 
transaksi 
keuangan 
K/L dalam 
rangka 
penyusunan 
laporan 
keuangan 
K/L 

1 
Penyelenggara 
an Akuntansi 
dan Pelaporan 

14. 

1.1 Memiliki pengetahuan dan 
pemahaman mengenai 
penyusunan laporan kegiatan. 

1.2 Memiliki pengetahuan dan 
pemahaman mengenai 
peraturan, prosedur dan 
mekanisme yang berhubungan 
dengan penyusunan laporan 
kegiatan. 

1.3 Mampu melaksanakan 
pengumpulan data kualitatif 
maupun kuantitatif yang 
dibutuhkan dan menyiapkan 
materi-materi yang diperlukan 
men usun la oran ke iatan. 

Pemahaman 
um um 
terkait 
konsep 
penyusunan 
la po ran 
kegiatan 

1 13.Penyusunan 
la po ran 
kinerja 



1.1 Mengidentifikasi kebutuhan 
pengembangan diri dan 
menyeleksi sumber serta 
metodologi pembelajaran yang 
diperlukan. 

1.2 Menunjukkan usaha mandiri 
untuk mempelajari keterampilan 
atau kemampuan baru dari 
berbagai media pembelajaran. 

1.3 Berupaya meningkatkan diri 
dengan belajar dari orang-orang 
lain yang berwawasan luas di 
dalam organisasi. 

1.1 Mampu mengerjakan tugas-tugas 
dengan mengikuti standar 
pelayanan yang objektif, netral, 
tidak memihak, tidak 
diskriminatif, transparan dan 
tidak terpengaruh kepen tingan 
pribadi/ kelompok/ partai politik. 

1.2 Melayani kebutuhan, permintaan 
dan keluhan pemangku 
kepentingan. 

1.3 Menyelesaikan masalah dengan 
tepat tanpa bersikap membela 
diri dalam kapasitas sebagai 
pelaksana pelayanan publik. 

1.1 Menyelesaikan tugas dengan 
tuntas; dapat diandalkan. 

1.2 Bekerja dengan teliti dan hatihati 
guna meminimalkan kesalahan 
dengan mengacu pada standar 
kualitas (SOP). 

1.3 Bersedia menerima masukan, 
mengikuti contoh cara bekerja 
yang lebih efektif, efisien di 
lingkungan kerjanya. 

1. 1 Menyampaikan informasi (data), 
pikiran atau pendapat dengan 
jelas, singkat dan tepat dengan 
menggunakan cara/media yang 
sesuai dan mengikuti alur yang 
logis. 

1.2 Memastikan pemahaman yang 
sama atas instruksi yang 
diterima/ diberikan. 

1.3 Mampu melaksanakan kegiatan 
surat menyurat sesuai tata 
naskah organisasi. 

1.1 Berpartisipasi sebagai anggota 
tim yang baik, melakukan 
tugas/bagiannya, dan 
mendukung keputus an tim. 

1.2 Mendengarkan dan menghargai 
masukan dari orang lain dan 
memberikan usulan-usulan bagi 
kepentingan tim. 

1.3 Mampu menjalin interaksi sosial 
untuk penyelesaian tugas. 

Pengembang 
an diri 

Menjalankan 
tu gas 
mengikuti 
standar 
pelayanan. 

Bertanggung 
jawab untuk 
memenuhi 
standar 
kerja 

Menyampai 
kan 
informasi 
dengan 
jelas, 
lengkap, 
pemahaman 
yang sama1 

Berpartisipa- 
si dalam 
kelompok 
kerja 

1 

1 

1 

1 

1 

6. Pengembangan 
Diri dan Orang 
Lain 

5. Pelayanan 
Publik 

4. Ori en tasi pada 
Hasil 

3. Komunikasi 

2. Kerjasama 



1.1 Mampu menjelaskan kebijakan 
dan prosedur teknis yang 
berkaitan dengan pengelolaan 
integrasi layanan. 

1.2 Mampu menjelaskan arsitektur 
layanan dan arsitektur SI/TI 
yang menjadi target integrasi 
layanan. 

1.3 Mampu menjelaskan fungsi 
aplikasi-aplikasi yang sedang 
dijalankan pada instansi beserta 
infonnasi dan unit pengelola yang 
terkait. 

1.2 Mampu menjelaskan aset data/ 
infonnasi, arsitektur data yang 
disimpan dan dikelola pada 
instansi. 

1.3 Mampu menjelaskan perangkat 
lunak yang digunakan dalam 
menyimpan dan mengelola data 
pada instansi. 

1.1 Mampu memahami kebijakan 
klasifikasi data (kepemilikan, 
risiko, kerahasiaan, retensi, dan 
pemusnahannya) beserta teknik 
perlindungannya. 

Mampu 
memahami 
mekanisme 
pengelolaan 
integrasi 
layanan 
publik dan 
pemerintah- 
an 

basis data 

Mampu 
memahami 
mekanisme 
penyimpanan 
dan 
pengelolaan 

1 

1 

11. Pengelolaan 
Integrasi 
Layanan 
Publik 
dan 
Pemerintah 

10. Pengelolaan 
Database 

1.1 Mampu memahami, menenma, 
peka terhadap perbedaan 
individu/ kelompok masyarakat. 

1.2 Terbuka, mgm belajar tentang 
perbedaan/ kemajemukan 
masyarakat. 

1.3 Mampu bekerja bersama dengan 
individu yang berbeda latar 
belakang dengannya. 

1 Peka 
memahami 
dan 
menerima 
kemajemuk 
an 

l. ,C 

C.Teknis 

9. Perekat Bangsa 
B. Sosial Kultural 

1.1 Mengumpulkan dan 
mempertimbangkan informasi 
yang dibutuhkan dalam mencari 
solusi. 

1.2 Mengenali situasi/pilihan yang 
tepat untuk bertindak sesuai 
kewenangan. 

1.3 Mempertimbangkan 
kemungkinan solusi yang dapat 
diterapkan dalam pekerjaan rutin 
berdasarkan kebijakan dan 
prosedur yang telah ditentukan. 

1.1 Sadar mengenai pe rubahan yang 
terjadi di orgamsast dan 
berusaha menyesuaikan diri 
dengan perubahan tersebut. 

1.2 Mengikuti perubahan secara 
terbuka sesuai petunjuk/ 
pedoman. 

1.3 Menyesuaikan cara kerja lama 
dengan menerapkan metode / 
proses baru dengan bimbingan 
orang lain. 

1 Mengumpul- 
kan 
infonnasi 
untuk 
bertindak 
sesuai 
kewenangan 

1 Mengikuti 
perubahan 
dengan 
arahan 

8. Pengambilan 
Keputusan 

7. Mengelola 
Perubahan 



Baik 4. Penilaian Prestasi 
Keri a 

3. Pengalaman Jabatan 
Integritas dan moralitas baik 2. Sikap / Perilaku 

D-III sesuai bidang lain yang relevan dengan tugas 
jabatan 

,::· ,___ •<·-',, ·!. 

,, w'"' -''1 < ,:,,, ' '"' U Jenis Persyaratan r1 

1. Pendidikan 

1.1 Mampu mengoperasikan piranti 
lunak pengolah kata (Ms.Word), 
spreadsheet (Ms.Excel), 
presentasi (Ms.Powerpoint) dan 
aplikasi internet yang menunjang 
pelaksanaan tugas (browsing, 
mailing, downloading). 

relevan. 

konsep 
dengan 
dengan 

yang 

1.1 Mampu menyusun 
naskah dinas 
kompleksitas sedang 
analisa permasalahan 

1.3 Melakukan verifikasi data dan 
dokumen kekayaan negara/ 
daerah yang akan diajukan 
sebagai BMN/ BMD. 

1.4 Menyusun bahan kajian 
kekayaan negara/ daerah yang 
akan diajukan sebagai BMN/ 
BMD. 

1.1 Menjelaskan peraturan dan 
prinsip-prinsip pengelolaan 
kekayaan negara/ daerah. 

1.2 Mengumpulkan data dan 
dokumen kekayaan negara/ 
daerah yang akan diajukan 
sebagai BMN/ BMD. 

kelola 

1.1.Menjelaskan tata cara, prosedur 
dan peraturan terkait 
pengelolaan keuangan. 

1.2. Menjelaskan tujuan, asas dan 
persyaratan pola pengelolaan 
keuangan. 

1.3. Menjelaskan tata 
pengelolaan keuangan sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

1.1 Mengetahui konsep dasar 
inovasi pelayanan pu blik. 

1.2 Mengetahui peraturan mengenai 
inovasi pelayanan pu blik. 

1.3 Mampu mengumpulkan data dan 
informasi mengenai berbagai 
macam penyelenggaraan inovasi 
pelayanan publik. 

Kemampua 
dan 
keterampilan 
mengoperasi 
kan 
komputer 
untuk 
pelaksanaan 
tu gas 
kedinasan 

Kemampuan 
dan 
keterampilan 
menyusun 
konsep 
naskah dinas 
sesuai 
kaidah tata 
naskah dinas 

Menyiapkan 
dokumen 
kekayaan 
negara/ 
daerah. 

Mampu 
melaksana- 
kan pola 
pengelolaan 
keuangan 

Mengetahui 
konsep 
dasar 
pelayanan 
publik dan 
peraturan 
terkait 

1 

1 

1 

1 

1 

D. Persyaratan Jabatan 

16. Aplikasi 
Komputer 

15. Tata Naskah 
Dinas 

14. Verifikasi 
Barang 
Milik 
Daerah 

13. Pengelolaan 
Keuangan 

12. lnovasi 
Pelayanan 
Publik 

• 



1. 1 Menyelesaikan tugas dengan 
tuntas; dapat diandalkan. 

1.2 Bekerja dengan teliti dan hatihati 
guna meminimalkan kesalahan 
dengan mengacu pada standar 
kualitas (SOP). 

1.3 Bersedia menerima masukan, 
mengikuti contoh cara bekerja 
yang lebih efektif, efisien di 
lingkungan kerjanya. 

1.1 Menyampaikan informasi (data), 
pikiran atau pendapat dengan 
jelas, singkat dan tepat dengan 
menggunakan cara/ media yang 
sesuai dan mengikuti alur yang 
logis. 

1.2 Memastikan pemahaman yang 
sama atas instruksi yang 
diterima/ diberikan. 

1.3 Mampu melaksanakan kegiatan 
surat menyurat sesuai tata 
naskah organisasi. 

1.1 Berpartisi pasi se bagai anggota 
tim yang baik, melakukan 
tugas/bagiannya, dan 
mendukung keputusan tim. 

1.2 Mendengarkan dan menghargai 
masukan dari orang lain dan 
memberikan usulan-usulan bagi 
kepentingan tim. 

1.3 Mampu menjalin interaksi sosial 
untuk penyelesaian tugas. 

1.1 Bertingkah laku sesuai dengan 
perkataan; berkata sesuai dengan 
fakta. 

1.2 Melaksanakan peraturan, kode 
etik organisasi dalam lingkungan 
kerja sehari-hari, pada tataran 
individu/ pribadi. 

1.3 Tidak menjanjikan/ memberikan 
sesuatu yang bertentangan 
dengan aturan organisasi. 

Bertanggung 
jawab untuk 
memenuhi 
standar 
Kerja 

Menyampai 
kan 
informasi 
dengan 
jelas, 
lengkap, 
pemahaman 
yang samal 

Berpartisipa- 
sr dalam 
kelompok 
kerja 

Mampu 
bertindak 
sesuai nilai, 
norma,etika 
organisasi 
dalam 
kapasitas 
pribadi 

1 4. Orientasi pada 
Hasil 

1 3. Komunikasi 

1 2. Kerjasama 

1 1. Integritas 

VI. STANDAR KOMPETENSI JABATAN PELAKSANA KELAS JABATAN 5 

MELIPUTI PENGADMINISTRASI, PETUGAS, PEMELIHARA, OPERATOR, 

JURU DAN TEKNISI 



1.1 Mampu memahami, menerima, 
peka terhadap perbedaan 
individu/kelompok masyarakat. 

1.2 Terbuka, ingin belajar tentang 
perbedaan/kemajemukan 
masyarakat. 

1.3 Mampu bekerja bersama dengan 
individu yang berbeda latar 
belakang dengannya. 

Peka 
memahami 
dan 
menerima 
kemajemuk 
an 

1 9. Perekat Bangsa 

1.1 Mengumpulkan dan 
mempertimbangkan informasi 
yang dibutuhkan dalam mencari 
solusi. 

1.2 Mengenali situasi/ pilihan yang 
tepat untuk bertindak sesuai 
kewenangan. 

1.3 Mempertimbangkan 
kemungkinan solusi yang dapat 
diterapkan dalam pekerjaan rutin 
berdasarkan kebijakan dan 
prosedur yang telah ditentukan. 

1.1 Sadar mengenai perubahan yang 
terjadi di organisasi dan 
berusaha menyesuaikan diri 
dengan perubahan tersebut. 

1.2 Mengikuti perubahan secara 
terbuka sesuai petunjuk/ 
pedoman. 

1.3 Menyesuaikan cara kerja lama 
dengan menerapkan metode / 
proses baru dengan bimbingan 
orang lain. 

1.2 Menunjukkan usaha mandiri 
untuk mempelajari keterampilan 
atau kemampuan baru dari 
berbagai media pembelajaran. 

1.3 Berupaya meningkatkan diri 
dengan belajar dari orang-orang 
lain yang berwawasan luas di 
dalam organisasi. 

serta 
yang 

kebutuhan 
diri dan 

1.1 Mengidentifikasi 
pengembangan 
menyeleksi sumber 
metodologi pembelajaran 
diperlukan. 

Mengumpul 
kan 
informasi 
untuk 
bertindak 
sesuai 
kewenangan 

Mengikuti 
perubahan 
dengan 
arahan 

Pengembang 
an diri 

1 

1 

1 

B. Sosial Kultural 

8. Pengambilan 
Keputusan 

7. Mengelola 
Perubahan 

6. Pengembangan 
Diri dan Orang 
Lain 

1.1 Mampu mengerjakan tugas-tugas 
dengan mengikuti standar 
pelayanan yang objektif, netral, 
tidak memihak, tidak 
diskriminatif, transparan dan 
tidak terpengaruh kepen tingan 
pribadi/ kelompok/ partai politik. 

1.2 Melayani kebutuhan, permintaan 
dan keluhan pemangku 
kepentingan. 

1.3 Menyelesaikan masalah dengan 
tepat tanpa bersikap membela 
diri dalam kapasitas sebagai 
pelaksana pelayanan publik. 

Menjalankan 
tu gas 
mengikuti 
standar 
pelayanan. 

1 5. Pelayanan 
Publik 

• 
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C. Kompetensi Teknis 
10. Tata Naskah 1 Kemampuan 1.1 Memahami konsep, teori serta 

Dinas dan kebijakan dalam melakukan 
keterampilan pengelolaan persuratan serta 
menyusun melakukan kearsipan. 
konsep 1.2 Memahami metode pengelolaan 
naskah dinas persuratan dan dapat 
sesuai menjelaskan tahapan dalam 
kaidah tata melakukan pengelolaan 
naskah dinas persuratan yang meliputi 

penataan, penyimpanan, 
pemeliharaan, pengolahan serta 

11. Aplikasi 1 Kemampua 1.1 Mampu mengoperasikan piranti 
Komputer dan lunak pengolah kata (Ms.Word), 

keterampilan spreadsheet (Ms.Excel), 
mengoperasi- presentasi (Ms. Powerpoin t) dan 
kan aplikasi internet yang menunjang 
komputer pelaksanaan tu gas (browsing, 
untuk mailing, doumloa.ding). 
pelaksanaan 
tu gas 
kedinasan 

12. Mengoperasikan 1 Kemampua Mampu mengoperasikan dan 
Me sin dan memperbaiki mesin guna 

keterampilan pelaksanaan tugas 
mengoperasi- 
kan 
Mesin 
untuk 
pelaksanaan 
tu gas 
kedinasan 

D.Persyaratan Jabatan 
Jenis Persyaratan Uraian 

1. Pendidikan SAM/ sederajat sesuai bidang lain yang relevan dengan tugas 
jabatan 

2. Sikap / Perilaku Integritas dan moralitas baik 
3. Pengalaman 

Jabat 
4. Penilaian Baik 

Prestasi 


